
Tambang  Noenasi  Ditempuh
Lewat  Musyawarah,  Kades
Tegaskan Tolak Provokasi dan
Ilegal Mining
Kefamenanu,nwartapedia.com   –  Polemik  rencana  Izin
Penambangan  Rakyat  (IPR)  di  Desa  Noenasi  kini  memasuki
suasana yang lebih kondusif. Pemerintah desa bersama tokoh
adat sepakat mengedepankan musyawarah dan persaudaraan demi
menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Kepala Desa Noenasi, Klemens Kau Oki, mengimbau masyarakat
agar tidak terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya,
termasuk kabar perluasan tambang hingga puluhan ribu hektar
yang dinilainya tidak berdasar.

“Kami ingin semua proses berjalan transparan dan melalui
musyawarah  adat  bersama  empat  suku  besar.  Jangan  sampai
informasi yang simpang siur merusak persaudaraan,” tegasnya.

Kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan, terutama di
sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), serta kejelasan batas
wilayah tambang menjadi perhatian serius pemerintah desa.
Klemens menegaskan, kelestarian tanah ulayat dan keselamatan
warga adalah prioritas utama.

Ia juga menekankan bahwa legalitas formal harus berjalan
seiring  dengan  legitimasi  adat.  Setiap  rencana  IPR,
menurutnya, wajib mendapat restu dari pemangku adat Suku
Hun, Fnekan, Leltakaeb, dan Kenjam.

Untuk mencegah konflik horizontal, pemerintah desa bersama
lembaga  adat  telah  menghentikan  sementara  aktivitas  yang
berpotensi  memicu  gesekan.  Praktik  penambangan  liar  juga
dilarang keras.
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“Jika  ditemukan  aktivitas  ilegal,  baik  oleh  warga  lokal
maupun dari luar desa, akan dikenakan sanksi adat sesuai
kesepakatan para ketua suku,” ujarnya.

Pemerintah Desa Noenasi berharap Dinas ESDM Provinsi NTT dan
Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan sosialisasi agar
masyarakat memperoleh penjelasan resmi terkait prosedur dan
regulasi IPR.

Klemens mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda
dan  organisasi  kemahasiswaan,  untuk  mengawal  proses  ini
secara damai dan objektif.

Ia berharap Noenasi dapat menjadi contoh pengelolaan tambang
rakyat  yang  legal,  tertib,  dan  tetap  menjaga  warisan
leluhur. (MI)

Diskusi  Publik  Setahun
Kepemimpinan  Gubernur  dan
Wakil  Gubernur  NTT,  Survei
Tunjukkan  Tingkat  Kepuasan
80,5 Persen
Kupang,  nwartapedia.com  –  Diskusi  publik  satu  tahun
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
(NTT)  berlangsung  di  Aula  El  Tari,  Kupang,  Jumat
(20/2/2026).

Kegiatan  ini  menjadi  ruang  refleksi  sekaligus  evaluasi
terbuka  atas  capaian  dan  tantangan  pembangunan  selama
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setahun terakhir.

Gubernur  NTT,  Melkiades  Laka  Lena,  dalam  sambutannya
sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa forum
diskusi publik penting untuk menguji sejauh mana program
pemerintah  berjalan  serta  menerima  masukan  dari  berbagai
elemen masyarakat.

“Kita  ingin  menguji  perjalanan  satu  tahun  ini.  Silakan
sampaikan kritik, saran, dan penilaian. Semua menjadi bahan
evaluasi  bagi  kami  untuk  memperbaiki  arah  kebijakan  ke
depan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi berkomitmen menggunakan
data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar
perumusan kebijakan, terutama dalam menangani kemiskinan,
stunting, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Menurutnya, pendekatan pembangunan ke depan akan lebih mikro
dan berbasis individu maupun desa, sehingga program benar-
benar tepat sasaran.

“Data  harus  lebih  detail,  lebih  mikro.  Kita  tidak  lagi
bicara secara umum, tapi sampai pada siapa dan di mana
persoalan itu terjadi. Dengan begitu, intervensi pemerintah
bisa lebih tepat,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak,
baik  yang  mendukung  maupun  yang  mengkritisi  kinerja
pemerintah. Ia menilai kolaborasi semua elemen menjadi kunci
membangun NTT secara kolektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and
Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei
terkait persepsi publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil
Gubernur NTT selama satu tahun.

Ia menjelaskan survei dilakukan dengan metodologi ilmiah dan
berbasis  sampling  representatif.  Hasilnya  menunjukkan



tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan
wakil gubernur mencapai 80,5 persen.

“Angka ini menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat
untuk melanjutkan program pembangunan empat tahun ke depan.
Artinya, masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap
pemerintah provinsi,” kata Pangi.

Namun  demikian,  survei  juga  mencatat  sejumlah  persoalan
mendesak  yang  menjadi  perhatian  masyarakat.  Di  sektor
ekonomi dan kesejahteraan, harga kebutuhan pokok yang mahal
menjadi  keluhan  utama.  Infrastruktur,  khususnya  kondisi
jalan  rusak  dan  akses  air  bersih,  juga  menjadi  sorotan
dominan responden.

Di bidang pendidikan, biaya pendidikan dan ketepatan sasaran
bantuan menjadi isu penting. Sedangkan di sektor kesehatan,
masyarakat menyoroti keterbatasan fasilitas, biaya layanan,
serta kekurangan tenaga medis.

Selain  itu,  persoalan  sosial  seperti  maraknya  pinjaman
online  ilegal  dan  judi  online  turut  menjadi  perhatian
masyarakat.

Meski demikian, sebanyak 75,4 persen responden menyatakan
pemerintah provinsi memiliki solusi atas berbagai persoalan
yang  dihadapi  masyarakat.  Angka  ini  menunjukkan  adanya
optimisme publik terhadap arah kepemimpinan saat ini.

Diskusi  publik  tersebut  juga  diwarnai  tanggapan  sejumlah
akademisi  dan  tokoh  masyarakat,  termasuk  menyinggung
dinamika sosial yang berkembang, serta pentingnya penguatan
transparansi,  tata  kelola  pemerintahan,  dan  komunikasi
publik yang lebih efektif.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama
agar tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur
NTT semakin fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan
layanan dasar, serta percepatan pembangunan infrastruktur



demi mewujudkan NTT yang lebih maju dan sejahtera. (MI)


